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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Bukti Pendukung Kegiatan 

1.1 Surat Keterangan Penelitian 

Berikut surat izin penelitian yang didapatkan dari beberapa instansi: 
 

Surat Penelitian 

 
 

 

(1) 

 
 

 

(2) 

 
Keterangan: 

Surat izin penelitian: (1) Dinas  Penanaman Modal dan PTSP Bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan; (2) 

Kantor Pertanahan Kota Makassar. 
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1.2 Kantor Kantor Pertanahan Kota Makassar 
 

Tampak Depan 

 

 
 

Ruangan 
koordinator 
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1.3 Lokasi Kantor Pertanahan Kota Makassar 
 

Lokasi Kantor Pertanahan Kota 
Makassar 

 

 

 
1.4 Dokumentasi Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan Data 

 Wawancara  dengan 

Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha Kantor 

Pertanahan Kota 

Makassar 

 Wawancara dengan 

Koordinator Kelompok 

Substansi Keuangan Dan 

Kepegawaian Kantor 

Pertanahan Kota 

Makassar 
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 Wawancara      Dengan 

Koordinator Kelompok 

Substansi Keuangan Dan 

BMN Kantor Pertanahan 

Kota Makassar. 

 Wawancara dengan 

Masyarakat 

 Wawancara dengan 

Masyarakat 
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1.5 Aplikasi Sentuh Tanahku 
 

Aplikasi Sentuh Tanahku 

 Aplikasi Sentuh Tanahku 

Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional 

tersedia dalam versi 

Android dan iOS. 

 Halaman Login/Masuk. 

Untuk masuk dalam 

aplikasi, pengguna harus 

memasukkan username 

dan password dengan 

benar. 

 Menu Info Berkas. Untuk 

mengetahui berkas yang 

dimohon pada Kantor 

Pertanahan, dapat 

menggunakan menu Info 

Berkas. 



 

 
 
 

 Menu Info Sertifikat. 

Menampilkan informasi 

daftar kepemilikan beserta 

rincian sertifikat. Jika 

sertifikat fisik belum 

tersedia pada daftar 

kepemilikan sertifikat, 

pengguna dapat 

melaporkan informasi 

sertifikat yang belum 

tersedia tersebut. Daftar 

Agunan berfungsi untuk 

Menampilkan informasi 

daftar kode agunan dari 

sertifikat 

 Menu Plot Bidang Tanah. 

Untuk melakukan ploting 

bidang, pengguna harus 

memasukkan nomor 

sertifikat yang akan di 

plotting. 

 Menu Lokasi Bidang 

Tanah. Pengguna memilih 

wilayah administrasi dari 

suatu bidang tanah, 

kemudian memasukkan 

jenis hak dan nomor nya. 



 

 
 
 

 Menu Info Layanan. 

Daftar dan Pencarian Info 

Layanan: Menyajikan 

daftar informasi layanan 

dan disertakan juga fitur 

pencarian layanan untuk 

memudahkan pengguna 

untuk mengetahui 

informasi syarat, biaya 

dan jangka waktu 

penyelesaian serta 

simulasi biaya. 

 
 
 
 
 
 

 

 


